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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

: a.bahwa dengan berlakunya Undang - Undang 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004
tentang peimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman
daerah vyang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah;

. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, maka daerah dapat
menetapkan jenis retribusi daerah sesuai kewenangan otonominya
dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Terminal.

. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan

Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992



Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 34
Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000
nomor 246); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4048);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060 ) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara
Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan
angkutan jalan pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kenderaaan bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3523) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3259) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4355) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4737) ;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom vyang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten
Gorontaio.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Badan Legisiatif Daerah Kabupeten Gorontalo Utara.

Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara dengan nama bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya

. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan

memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kenderaan umum, vyang
merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
dan atau badan hukum.
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. Retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang ~ Undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotong retribusi tertenty,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah dapat disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran Reribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke
Tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

12.Surat Tagihan Ret:ibusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

13.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan retribusi;

14.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, memanfaatkan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

15.Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat yang selanjutnya

disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengguna
jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin bengkel umum
kenderaan bermotor, izin pendirian sekolah mengemudi yang
dilakukan Kepala Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan Daerah.
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Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada orang pribadi atau
badan untuk melaksanakan kegiatan dan atau usaha di bidang
perhubungan darat.

Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum yang
diurus oleh pemerintah Daerah :

Bengkel umum kenderaan bermotor adalah bengkel umum yang
berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat

kenderaan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan
laik jalan.

Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakan oleh
peralatan teknik yang berada pada kenederaan itu.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kenderaan bermotor
atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang

sedang belajar mengemudikan kenderaan bermotor.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotong retribusi tertentu.

Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi
sebagaimana dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah
surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi.

26.Surat Setoran Retribusi Daerah dapat disingkat SSRD adalah surat

yang oleh waijib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
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atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke
Tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang — Undangan Retribusi.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adlah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Terminal dipungut retribusi pada setiap orang atau

badan yang mengunakan fasilitas terminal.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Faslitas terminal

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang
menggunakan fasilitas Terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis
Kendaran, jumlah dan waktu pemakaian.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasai 7

Prinsip penetapan tarif retribusi terminal adalah untuk menganti biaya
administrasi, banguan, perwatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan,
keamanan dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi dimaksudkan biaya pembinaan.

Pasal 8
Stuktur besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
a. Angkutan kota / pedesaan Rp. 500,- / sekali masuk
b. Angkutan antar kota dalam propinsi Rp. 1000,.-/ sekali masuk
C. Bentor setiap hari Pasar Rp. 1000,- / sekali masuk.
d. Sewa kios / lahan Rp. 3000,- / per m2 per bulan.

e. Pemakai fasilitas we dan kamar kecil :

- Buang air besar Rp. 1000,- / sekali pemakaian.
- Buang air kecil Rp. 500,- / sekali pemakaian.
BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.



BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga /
diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 12
(1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

(3)Bentuk dan isis SKRD sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan atau

pengurangan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD
Tambahan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau diteempat
lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah

selambat — lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah.



(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini, maka
dikenakan sanksi admanistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan
menertibkan STRD.

Pasal 15
(1 PembaYaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

" (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin
kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang

dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggung
jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1)
peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku
. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang
. sejenissebagai  awal tindakan pelaksaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal surat teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagamana dimaksud paa ayat (1) pasal ini dikeluarkan
oleh pejabat yang ditunjuk.



Pasal 18

Bentuk — bentuk formolir yang dipergunakn untuk pelaksanaan penagihan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Kepala Daearah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan besarnya retribusi.

(2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGKAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN
Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD
dan STRD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang — undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus



disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk paiing lama 30(tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan

alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permchonannya.

(5) Keputusan permohonana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3(tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),(2) dan ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk  tidak memberikan keputusan, maka permohonan
pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap

dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasai 21

(1) Wajib retribusi dapat mengsjukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini  harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tangga! SKRD dan STRD.

(3) Pengaiuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) pasal ini  harus diputuskan oleh kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.



BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal
ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan

terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.

(3) Atas pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat

diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya

Pasai 23

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 peraturan
daerah ini,diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi palin lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bavar,

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih Bayar, Kepala Daerah memberikan imbalan

bunga 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Pasal 24

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 22 peraturan

daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.



(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 23 peraturan
daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga
sebagai pembayaran.

BAB XIV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 25

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XV
PEMBINAAN PENGAWASAN
Pasal 26

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan perataturan daerah ini
dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diansagm pidana kurunganpaling iama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

B A B XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu Di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenan degan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas ;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
tersebut ;

Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ’

Meriksa buku - buku,catatan — catatan dan dokumen -

dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang
retribusi ;

Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen — dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah >

Menyuruh  berhenti dan atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi daerah ;

Memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahuk n

dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikanya

kepada penuntut umum,sesuai dengan ketentuan yang diatur



L

dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum
acara pidana.

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penngundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang

pada tangg Juli 009
BUPATI GORONFALO UTARA

-

LI HABI

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 17 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

IL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR SERI .



-

I

I1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
UMUM

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor
34 Tahun 2000, antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan
retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memberikan pelayanan jasa sesuai
kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi kepada daerah.

Sesuai Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
maka pengaturan dan penyelenggaraan Retribusi Terminal merupakan bagian dari
kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.

Selanjutnya berdasarkan Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, maka pengaturan tentang Retribusi Terminal dipandang perlu
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal — hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Terminal.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup lelas
Pasal 3

Cukup Jelas



Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18



Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21
% Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

. Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR
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